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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

        Tanggung jawab hukum PT Shopee atas kesalahan pengiriman 

barang melalui kontrak perjanjian yang telah dibuat oleh pihak PT Shopee 

kepada pengguna aplikasi/konsumen aplikasi Shopee yaitu dengan 

mengembalikan dana/uang kepada para konsumen apabila barang yang 

dikirim ternyata tidak sampai kepada pembeli/konsumen, pilihan 

tanggung jawab lainya apabila barang tidak sampai kepada konsumen 

maka pihak PT Shopee harus dan wajib mengirimkan ulang barang 

pesanan konsumen tersebut.  Perjanjian kontrak tersebut memakai asas 

Konsensual dimana terdapat pada KUHPerdata Pasal 1320 yang pada 

intinya sebelum terjadinya suatu kesepakatan kedua belah pihak sudah 

harus bertanggungjawab atas perjanjian yang telah mereka sepakati. 

Pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan penuntutan dengan 

melaporkan melalui aplikasi pengaduan yang telah dipersiapkan oleh 

pihak PT shopee dan melalui pengaduan tersebut pihak PT Shopee wajib 

mengembalikan biaya transaksi yang telah dikeluarkan oleh konsumen 

tersebut atau memberikan barang yang salah antar tersebut balik kepada 

konsumen, apabila PT Shopee tidak bertanggungjawab atas kesepakatan 

yang telah disepakati bersama maka konsumen yang merasa dirugikan 

tidak dapat menuntut langsung ke platform Shopee dikarenakan PT 
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Shopee hanya sebagai penerima informasi pengantaran apakah sudah 

terantar maupun tidak terantar. Pihak yang dapat dituntut atas kelalaian 

disini adalah pihak anak cabang yaitu Shopee Express dimana sebagai 

kurir pengantaran barang tidak melakukan tanggung jawabnya secara 

penuh. Tuntutan kepada pihak Shopee Express dapat melaui pengadilan 

dimana pihak yang merasa dirugikan harus menunjukan bukti-bukti 

transaksi digital yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penyerahan bukti 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang PMSE 

Pasal 29 mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam pengadilan. 

Jika pihak e-commerce terbukti bersalah atas kasus tersebut maka pihak 

e-commerce tersebut dapat dituntut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

80 Tahun 2019 pasal 80 yang tujuannya memberikan sanksi administratif 

secara bertahap dan hukum paling berat merupakan penutupan layanan 

secara permanen. 

B. Saran 

     Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan penelitian yang 

sudah dilaksanakan adalah : 

1. Peraturan hukum terhadap permasalahan Perdagangan Melalui 

Sistem elektronik masih harus dikembangkan lagi karena peraturan 

mengenai PMSE Masih menjadi peraturan lex specialis misal 

seperti PP PMSE merupakan lex specialis, sedangkan ketentuan 

tentang keabsahan kontrak non elektronik di dalam Pasal 1320 KUH 
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Perdata merupakan lex generali. Namun demikian, asas lex specialis 

derogat legi generali mensyaratkan bahwa lex specialis harus 

memiliki hirarkhi yang minimal setara dengan lex generali. Alhasil, 

khusus tentang keabsahan kontrak elektronik di dalam PP PMSE 

yang dimaksudkan sebagai lex specialis menjadi tdak berlaku 

karena sebuah peraturan pemerintah tidak dapat menjadi lex 

specialis dari Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan lex 

generalis.  

2. Perjanjian digital harus disertai pihak/lembaga yang diturunkan 

langsung oleh negara untuk turut serta mengatur perjanjian pada 

suatu aplikasi dalam menghindarkan hanya satu pihak yang 

membuat peraturan sehingga merugikan pihak lainnya. 
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